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ABSTRAK 

 

 
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN 

PIDANA TERHADAP DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS  

PELAKU TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PUPUK  

YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL  

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu) 

 

Oleh 

FERDIYANSYAH ARIESTA INTAMA 

 
Ketersediaan pupuk bagi petani harus diawasi agar pupuk yang dibeli oleh petani 

benar-benar terjaga kualitasnya tetapi pada kenyataannya terdapat produsen pupuk 

yang melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai 

dengan label. Permasalahan: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana 

mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu? (2) Apakah pidana yang 

dijatuhkan terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan 

pupuk yang tidak sesuai dengan label dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi 

Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu sesuai dengan keadilan substantif? 

 

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data 

menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber penelitian terdiri dari 

Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi dan Dosen Bagian Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.  

 
Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp.2.000.000,- 

(dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan 

pidana penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku 

tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sesuai dengan 

teori pertimbangan filosofis, yaitu pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk sebagai 

upaya pembinaan terhadap terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi di 

kemudian hari. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi  

unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu Pasal 60 Ayat (1) huruf 

f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. (2) 

Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap terhadap Direktur Perseroan 

Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label 

tidak memenuhi keadilan substantif, karena dalam perkara ini ada pihak yang 

dirugikan, khususnya  petani pengguna pupuk yang tidak sesuai dengan kadar atau 

kebutuhan usaha pertaniannya. 



 

 

 

Ferdiyansyah Ariesta Intama 
Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani tindak pidana 

mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label hendaknya lebih optimal 

menjatuhkan pidana untuk memberikan efek jera kepada para pelaku dan sebagai 

pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. (2) 

Agar Majelis hakim yang menangani tindak pidana mempertimbangkan rasa 

keadilan, khususnya petani selaku pengguna pupuk. 

 

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Mengedarkan Pupuk, Label  
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Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan,  

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, 

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu  

agar kamu dapat mengambil pelajaran 
 

 (QS An-Nahl  : 90). 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

 

Pertanian merupakan sektor substansial dalam pembangunan, yaitu sebagai 

pemenuhan kebutuhan pangan, penyedia bahan mentah untuk industri, penyedia 

lapangan kerja. Dalam berbagai perannya untuk tujuan pembangunan nasional, 

sudah selayaknya pertanian Indonesia mendapat perhatian dari pemerintah untuk 

dibangun secara optimal. Sebagai basis perekonomian masyarakat maka 

pembangunan pada sektor pertanian di perdesaan dapat menjamin pemerataan 

pendapatan karena mayoritas masyarakat Indonesia hidup di perdesaan dan 

menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sektor pertanian.
 1

 

 

Salah satu upaya pemerintah dalam menunjang keberhasilan usaha tani adalah 

dengan menyediakan pupuk kepada para petani. Pupuk adalah bahan yang diberikan 

ke dalam tanah baik yang organik maupun anorganik dengan maksud untuk 

mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah dan bertujuan untuk 

meningkatkan produksi tanaman dalam keadaan faktor keliling atau lingkungan 

yang baik. Pupuk adalah material yang ditambahkan pada media tanam atau 

tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga 

mampu berproduksi dengan baik.  

                                                 
1
Bernhard Limbong, Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi, Pustaka Margaretha, Jakarta, 

2013, hlm. 103. 
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Ketersediaan pupuk bagi petani harus diawasi agar pupuk yang dibeli oleh petani 

benar-benar terjaga kualitasnya tetapi pada kenyataannya terdapat produsen pupuk 

yang melakukan tindak pidana sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai 

dengan label. Salah satunya dilakukan oleh Direktur PT. Mega Berlian Indonesia 

yang berkedudukan di Lampung Utara dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi 

Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu.    

 

Label pada karung pupuk KCL dan NPK yang telah diedarkan/dijual oleh PT. Mega 

Berlian Indonesia tidak sesuai dengan ketentuan, dimana PT. Mega Berlian 

Indonesia mencantumkan kandungan unsur hara yang belum dilakukan uji 

laboratorium serta mencantumkan Nomor: 800/1921/23-LU/I11.3/2014 

Rekomendasi Dinas Pertanian dan Petemakan Kabupaten Lampung Utara yang 

ditujukan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Lampung Utara untuk pembuatan izin usaha perusahaan sebagai nomor 

pendaftaran dari Departemen Pertanian (Deptan). 

 

Berdasarkan sertifikat hasil uji laboratorium penguji dan kalibrasi balai riset dan 

standarisasi industri Bandar Lampung nomor 0851 tanggal 11 Juni 2015 yang 

ditandatangani oleh Manajer Puncak Agus Kuntoro terhadap pupuk KCL yang 

diproduksi oleh PT. Mega Berlian Indonesia dengan menggunakan metode.SNI 02-

2805-2005 dengan hasil uji kandungan K20 2,28%, serta berdasarkan y sertifikat 

hasil uji laboratorium penguji dan kalibrasi balai riset dan standarisasi industri 

Bandar Lampung nomor 0863 tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh 

Manajer Teknik M. Nasyaruddin terhadap pupuk NPK yang diproduksi oleh PT. 

Mega Berlian Indonesia dengan menggunakan metode SNI 2803-2012 dengan hasil 
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uji kandungan K20 0,04%, Nitrogen (N) 2,34% dan P A 0,0075% tidak sesuai 

dengan batas toleransi 8%. 

 

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman yang menyatakan bahwa 

perorangan atau badan hukum dilarang mengedarkan pupuk an-organik yang tidak 

sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label dan atau pupuk an-organik yang 

sudah rusak. Selain itu bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian 

Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran 

Pupuk An-Organik  yang menyatakan bahwa mutu dan efektivitas produk pupuk an-

organik  harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari 

Lembaga Pengujian yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk Menteri Pertanian. 

Pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label seharusnya  

dipidana lebih maksimal sesuai dengan dakwaan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Yaitu pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus 

lima puluh juta rupiah). 

 

Majelis halim yang menangani perkara ini telah menjatuhkan pidana terhadap I 

Gede Berlian MS Bin I Gede Putra selaku Direktur PT. Mega Berlian Indonesia  

dengan amar putusan sebagai berikut: 

1) Menyatakan Terdakwa I Gede Berlian MS Bin I Gede Putra telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja 

mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label”; 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Gede Berlian MS Bin I Gede Putra 
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oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda 

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus 

diganti dengan pindana penjara selama 3 (tiga) bulan; 

3) Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

4) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

5) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp.2000,- (dua ribu rupiah). 

 

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim 

setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang 

tercantum dalam surat dakwaan. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.
2
 

 

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang 

hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan 

yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. 

Acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan 

Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-

pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.
3
  

                                                 
2
 Lilik Mulyadi. Hukum Acara Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm. 152-153 

3
 Ibid, hlm. 154 
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Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan 

tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap 

perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, tidak terlepas dari sistem 

pembuktian, yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan 

dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.  

 

Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus 

perkara secara adil dan teliti, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap 

suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang 

adanya sikap/sifat kepuasan moral jika keputusan yang dibuatnya dapat menjadi 

tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis 

dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak 

dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut 

sampai ke tingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus 

memperhatikan segala aspek di dalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian 

serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun 

materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya. 
4
  

 

Issu hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 

86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu adalah masih rendahnya pidana penjara yang dijatuhkan 

terhadap Direktur PT. Mega Berlian Indonesia, yaitu pidana penjara selama 9 

(sembilan) bulan. Selain itu pidana denda yang dijatuhkan juga masih rendah, yaitu 

denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Pelaku sebagai seorang Direktur, 

seharusnya memberikan contoh yang baik kepada bawahannya, tetapi justru 

                                                 
4
 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan  

 Permasalahannya, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 155. 
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melakukan tindak pidana penjualan pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan label 

dan menjadikan petani selaku konsumen/customer pupuk sebagai korban tindak 

pidana tersebut.   

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian 

dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: “Analisis Dasar Pertimbangan 

Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Direktur Perseroan Terbatas Pelaku 

Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk yang Tidak Sesuai dengan Label (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

 

1. Permasalahan  

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Direktur 

Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai 

dengan label dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 

86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu? 

b. Apakah pidana yang dijatuhkan terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku 

tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu sesuai dengan 

keadilan substantif? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Direktur Perseroan 
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Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu. 

Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Negeri Kotabumi dan penelitian 

dilaksanakan pada Tahun 2018.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian 

  

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk 

yang tidak sesuai dengan label dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi 

Nomor 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu. 

b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan terhadap Direktur Perseroan Terbatas 

pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu sesuai 

dengan keadilan substantif. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun 

secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah 

kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang dasar pertimbangan hakim 



 8 

dalam menjatuhkan pidana terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak 

pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label. 

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak 

pidana pada masa-masa yang akan datang, sehingga penanggulangan tindak 

pidana dapat dilaksanakan secara lebih optimal.  

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

 

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan 

atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam 

penelitian ilmu hukum. Peneliti menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk 

melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga 

setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan secara teoritis.
 5

 Kerangka 

teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

  

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 14  Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan 

sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.  Pasal 14 Ayat (2) menyatakan 

bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 

pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 

                                                 
5
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 1983, hlm. 22. 
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Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna 

hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (the 

4 way test), yakni: 

1) Benarkah putusanku ini? 

2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan? 

3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan? 

4) Bermanfaatkah putusanku ini? 
6
  

 

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, 

kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan 

tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari 

kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (rechterlijk dwaling), rasa rutinitas, kekurang hati-

hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu 

yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.
7
 

 

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut: 

1) Teori keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini keseimbangan antara syarat-syarat 

yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut 

atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan 

yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa. 

2) Teori pendekatan seni dan intuisi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari 

hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan 

keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan 

melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. 

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih 

ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim 

 

                                                 
6
 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119. 

7
 Ibid, hlm.120. 
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3) Teori pendekatan keilmuan 

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus 

dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya 

dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa 

dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi 

atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum 

dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus 

diputuskannya. 

4) Teori Pendekatan Pengalaman 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam 

menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman 

yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari 

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan 

pelaku, korban maupun masyarakat. 

5) Teori Ratio Decidendi 

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang 

mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang 

disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan 

dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam 

penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi 

yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak 

yang berperkara. 

6) Teori kebijaksanaan 

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini 

berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di Pengadilan anak. Aspek ini 

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut 

bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi 

anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat 

dan bagi bangsanya.
8
 

 

 

Selanjutnya menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, 

sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek 

yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai 

sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:  

1) Pertimbangan yuridis 

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, 

tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan 

                                                 
8
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Sinar   Grafika, 

Jakarta, 2010, hlm.104-105. 
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bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). 

Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). 

Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga 

tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa 

perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana yang dilakukan.  

2) Pertimbangan filosofis 

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana 

yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku 

terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi 

pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah 

terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya 

dan tidak melakukan kejahatan lagi.   

3) Pertimbangan sosiologis 

Pertimbangan sosoiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana 

didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa 

pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.
9
 

 

 

b. Teori Kepastian Keadilan Substantif  

 

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. 

Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang 

benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu : 

pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia 

apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu 

dikatakan adil.
10

    

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak 

berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara 

formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya 

melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja 

                                                 
9
 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, hlm.67. 

10
 Ibid. hlm. 46 
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dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat 

menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). 

Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan 

ketentuan undang-undang, melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa 

mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap 

berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa 

keadilan.
11

    

 

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata 

masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga 

pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan 

lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor 

tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan 

normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim semestinya 

mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan 

dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang 

ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar 

pelaksana undang-undang.  

 

Keadilan berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat 

disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum 

positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi 

premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh 

konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua 

                                                 
11

 Ibid. hlm. 47 
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orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi 

tertib dan keadilan kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu 

berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang 

dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan. 

 

2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam 

melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-

pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang 

berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:  

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah
12

  

b. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam 

menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara 

tertentu melalui sidang pengadilan.
13

 

c. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah 

memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang 

tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim 

                                                 
12

 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54 
13

 Ahmad Rifai, Loc.Cit. hlm.112 
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memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

terdakwalah yang bersalah melakukannya
14

  

d. Direktur Perseroan Terbatas adalah sebutan untuk orang yang  memimpin 

perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan, memilih, 

menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian, serta 

menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan
15

 

e. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar 

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku 

tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan 

terjaminnya kepentingan umum
16

 

f. Pupuk menurut Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman adalah pupuk hasil 

proses rekayasa secara kimia,fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil 

industri atau pabrik pembuat pupuk. 

g. Label pupuk menurut Pasal 1 Angka (7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

43/Permentan/SR.140/ 8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk 

An-Organik adalah informasi dalam kemasa pupuk yang menunjukkan 

komposisi dan formula pupuk an-organik yang beredar di wilayah negara 

Republik Indonesia sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. 

 

 

 

                                                 
14

 Moeljatno, OP.Cit, hlm. 46 
15

 Hardijan Rusli. Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya,  Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997. 

hlm.43. 
16

 Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat  

 Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998, hlm. 25.  
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E. Sistematika Penulisan 

 

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk untuk memudahkan pemahaman terhadap 

isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar 

Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

 

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang 

berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi 

atau bahan pustaka terdiri dari pengertian dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana, pengertian tindak pidana, tindak pidana mengedarkan 

pupuk yang tidak sesuai label dan pengertian keadilan substantif.  

 

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

 

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat 

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Direktur Perseroan Terbatas 

pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label dan 
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pidana yang dijatuhkan terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak 

pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 86/Pid.Sus/2015/PN.Kbu memenuhi 

keadilan substantif. 

 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 

KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). 

Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang 

secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184) 

 

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak 

cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang 

didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185Ayat (3) dikatakan ketentuan 

tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus 

testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila 

terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185Ayat (3) 

KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.
 17

 

 

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, 

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:  

                                                 
17

 Satjipto Rahardjo. Op cit, hlm. 11.  
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(1) Kesalahan pelaku tindak pidana 

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan 

di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak 

pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan 

secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan 

dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang 

ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.  

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai 

motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum 

(3) Cara melakukan tindak pidana  

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih 

dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di 

dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.  

(4) Sikap batin pelaku tindak pidana 

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga 

memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan 

perdamaian secara kekeluargaan. 

(5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat 

mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, 

misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari 

keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-

sedang saja (kalangan kelas bawah). 

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak 

berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di atas 

juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana 

bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung 

jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan 

berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan. 

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak 

pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya 

tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku 

dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik 

dan berguna.  

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah 

suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, 

agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak 

melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal 

tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya 

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. 
18
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 Barda Nawawi Arif. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm.12  
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Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam 

melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi: 

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan 

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan 

putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim 

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan 

fungsi yudisialnya.
19

 

 

 

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim 

setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang 

tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 

bersalah melakukannya.
20

 

 

Produk putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 195 KUHAP, sah dan 

mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. 

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang 

hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan 

yang lebih tinggi. Untuk itu, putusan harus dibacakan dalam sidang pengadilan. 

Oleh karena putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan 

putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan 

berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang 

berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.
21
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Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan 

tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap 

perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari 

sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa 

atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut 

undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang 

diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana.  

 

Putusan hakim dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut maka 

diharapkan meminimalisasi putusan yang menjadi batal demi hukum (van 

rechtswege nietig atau null and void) karena kurang pertimbangan hukum 

(onvoldoende gemotiverd). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum 

pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan 

menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi 

kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang 

diajukan dan diperiksa di persidangan.
22

 

 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak. 

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu 

berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang 

dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan. 

 

Teori lain tentang putusan hakim adalah teori subjektivitas dan objektivitas hakim 

dalam menjatuhkan pidana, di mana Pertimbangan hakim sangat berpengaruh 
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terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau 

sentencing (straftoemeting), dalam istilah Indonesia disebut “pemidanaan”. 

Beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, yang sistem pemerintahannya 

telah maju atau berkembang pesat telah dikembangkan beberapa dasar alasan 

pemidanaan. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan 

pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat 

dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan 

psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan 

sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data 

tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan 

tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan 

lain sebagainya.  

 

Tidak kalah penting perlu diketahuinya sebab-sebab yang mendorong dan motivasi 

melakukan tindak pidana, apakah semata-mata didorong untuk melakukan 

kejahatan, misalnya benar-benar didorong untuk balas dendam atau memperoleh 

kepuasan batin dan sebagainya. Atau apakah karena dorongan sosial ekonomis 

maupun karena keadaan yang berada di luar kemauan kesadaran terdakwa. Juga 

perlu diperhatikan laporan pejabat tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan 

perilakunya selama berada dalam tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut 

dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan terhadap pelaku tindak 

pidana.
23
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B. Pengertian Tindak Pidana 

 

Menurut P.A.F. Lamintang: 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak 

pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah 

perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan 

merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. 

Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus 

dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi 

larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh 

setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun 

peraturan-peraturan pemerintah.
 24

 

 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib 

hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
 25

 

 

Menurut Andi Hamzah: 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-

undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan 

kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan 

mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai 

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan 

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif 

mengenai kesalahan yang dilakukan
26

 

 

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut: 

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara 

lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat 

dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan 

“pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita 

                                                 
24

 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung.  

 1996. hlm. 7. 
25

 Ibid. hlm. 9. 
26

 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. op cit. hlm. 22  



 23 

menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi 

seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara 

keseluruhan. 

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 

KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya 

adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang 

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan 

dipidana. 

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 

lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP. 

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak 

Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak 

pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak 

pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, 

misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak 

murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, 

tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang 

mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya 

diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak 

tersebut meninggal
27

  

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri 

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil 

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja 

serta tindak pidana aktif dan pasif. 

 

 

 

                                                 
27

 Ibid. hlm. 25-27  



 24 

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua 

unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur 

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.
28

 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu undang-

undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban 

di dalam masyarakat. Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono 

Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni: 

a) Kesengajaan (Opzet) 

Dalam teori kesengajaan (Opzet) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (willens 

en wettens) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:  

(1) Teori kehendak (wilstheorie), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-

unsur tindak pidana dalam UU  

(2) Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theorie), pelaku 

mampu membayangkam akan timbulnya akibat dari perbuatannya. 

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet. 

Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu: 

(1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (Oogmerk) 

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat 

yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. 

(2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj) 

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak 

bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia 

tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. 

(3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheids-

Bewustzijn) 

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai 

bayingan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya 

dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. 

b) Culpa 

Arti kata culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu 

pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si 

pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang 

berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.
29
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Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa semua unsur tersebut merupakan satu 

kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak ada akan menyebabkan 

tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti 

tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut. 

 

Dalam Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk 

selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik 

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana 

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 

 

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai 

jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak 

pidana dan siapa pelakunya. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi 

Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna 

mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi. 

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemidanaan dalam 

arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan 

diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan 

pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian 

pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut dalam 

sistem hukum pidana. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau 

pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan 
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tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana 

sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.  

 

Kebijakan untuk menanggulangi kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan 

peraturan perundangan di luar KUHP baik dalam bentuk undang-undang pidana 

maupun undang-undang administratif yang bersanksi pidana, sehingga dalam 

merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak 

pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik 

yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing. 

 

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di 

dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia 

(Polri) dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak 

pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak 

Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang 

Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Terorisme dan 

sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia 

(Polri), Kejaksaan, atau Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu 

adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana 

khusus. 
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C. Pengertian Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Tidak Sesuai Label 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang 

Pupuk Budidaya Tanaman Pasal 12 yang berbunyi: "Pupuk an-organik yang 

diedarkan hares memenuhi standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 

(3) yaitu Standar mutu pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 

meliputi komposisi dan kadar hara pupuk an-organik yang akan ditetapkan lebih 

lanjut oleh lembaga yang berwenang menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

dan terjamin efektifitasnya serta diberi label", Serta bertentangan dengan Tujuan 

dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk AN-Organik yang diatur dalam Pasal 2 

Ayat (2) butir a yaitu: "melindungi Masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh 

yang membahayakan sebagal akibat penggunaan pupuk an-organik" serta butir d 

yaitu "memberikan kepastian formula pupuk an-organik yang beredar di wilayah 

negara Republik Indonesia memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya". 

 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang 

Pupuk Budidaya Tanaman pada pasal 15 yaitu “Perorangan atau badan hukum 

dilarang mengedarkan pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan keterangan yang 

terdapat pada label dan atau pupuk an-organik yang sudah rusak” serta bertentangan 

dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 

tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk AN-Organik yaitu “Mutu dan 

efektivitas produk pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus 

didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari Lembaga 

Pengujian yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian” 
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D. Keadilan  

 

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat 

sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian 

filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan 

seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. 

Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, 

pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih 

dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga 

pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan 

lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak 

lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural 

dalam melakukan konkretisasi hukum.
30

 

 

John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yang dikenal dengan a Theory of 

Justice, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah 

ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuisionsime. Utilitarianisme dan 

Intuisionisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis utama 

Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip The Greatest 

Happiness for The Greatest Number. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum utilitarian 

tentang konsep rasa sakit (pain) dan hasrat (desire). Manusia diandaikan akan selalu 

mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan selalu berjalan menghindari sejauh mungkin 

penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan selalu memiliki prioritas untuk 
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memaksimalisasi manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang 

paling menguntungkan.
31

 

 

Keadilan dalam pandangan utilitarian dipandang dalam bentuk prioritasnya untuk 

menghindari pain rasa sakit/penderitaan sejauh mungkin dan berlari menuju 

kebahagiaan, sehingga setiap perilaku dan tindakan diperhitungkan melalui 

konsekuensi yang dihadirkan. Keadilan selalu hadir dalam setiap konsekuensi 

terbaik dan terbesar yang dimiliki oleh setiap perilaku. Dengan demikian, keadilan 

utilitarian adalah keadilan yang dipandang sangat bergantung pada asas manfaat dan 

kegunaan demi sebesar-besarnya kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang. 

 

Berbeda dengan Utilitarianisme, Rawls memiliki hasil pemikiran yang tertuang 

dalam istilahnya yang terkenal yaitu The Principles of Justice (Prinsip-Prinsip 

Keadilan). Prinsip Keadilan Rawls terdiri dari dua hal yaitu: 

1. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus 

mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan 

kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Kebebasan tersebut 

tertuang pada seperangkat hak yang melekat pada tiap individu, seperti hak 

untuk menyatakan pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif 

dalam sistem politik dan sosial, dan hal tersebut harus berlaku secara sama pada 

setiap indivdu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan 

dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu. 

2. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur 

sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang 

paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua 

bagian (a), maka bagian (b) memberikan kesempatan yang fair pada setiap orang 

untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, 

politik, ekonomi. Maka tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi 

mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.
32
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Pemikiran Rawls adalah upaya membentuk Justice as Fairness pada awalnya 

merupakan bagian dari pemikiran melihat realitas sosial yang terjadi di dalam 

masyarakat liberal. Ketimpangan selalu hadir dalam setiap masyarakat, bahkan 

masyarakat liberal, sosialis, apalagi dalam masyarakat yang hadir dalam rezim 

totalitarian. Perbedaan capaian seorang individu dalam masyarakat maupun dalam 

hidupnya sendiri, sangat ditentukan oleh tatanan alamiah yang hadir tanpa pernah 

sekalipun individu memilihnya. Terlahir dari golongan masyarakat kaya atau 

miskin, secara genetis tampan atau cantik atau tidak, terlahir dengan kulit berwarna 

gelap atau tidak merupakan tata alamiah yang tidak dapat dipungkiri kehadirannya. 

Kehadiran tata alamiah ini menyebabkan ada ketimpangan dalam kompetisi sosial, 

ekonomi, dan politik yang didapatkan oleh individu yang disebabkan oleh kondisi 

tersebut. 

 

Rawls menawarkan konsep apa itu yang dianggap adil. Definisi “adil” oleh Rawls 

secara sederhana dijelaskan dalam suatu konsep yang disebut Justice as Fairness. 

Artinya, keadilan tidak berarti kemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan 

cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh. Keadilan bagi Rawls 

adalah keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi asli manusia ketika 

berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi. Keadilan 

yang setara berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk 

memberikan kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian 

yang terbaik dari sebuah kompetisi.
33
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Selanjutnya menurut Aristoteles, arti keadilan yaitu memberikan kepada setiap 

orang apa yang menjadi haknya, fiat justitia bereat mundus
34

. Selanjutnya 

Aristoteles membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: 

a) Keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-

undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota 

masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan distributif sebagai 

keadilan yang berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan 

korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa 

yang diberikan. 

b) Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara 

distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada 

prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara 

mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi 

atas miliknya yang hilang
35

. 

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak 

berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara 

formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya 

melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja 

dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat 

menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). 

Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan 
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bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa 

mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap 

berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa 

keadilan.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya. Pendekatan masalah 

dalam penelitian hukum menjadi landasan dalam membahas atau menganalisa 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
36

 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. 

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan 

menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-

asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan 

sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. 

 

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang 

sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur 

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah 

memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini 
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merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam 

kerangka penemuan ilmiah. 

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik 

berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada 

identifikasi hukum dan efektifitas hukum. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

 

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibendakan antara data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dai bahan pustaka
37

. Data tersebut 

yaitu:  

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara 

kepada narasumber penelitian. Adapun sumber data yang penulis peroleh berupa 

keterangan-keterangan tentang pertanggungjawaban pidana Direktur Perseroan 

Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan 

label. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari: 

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 
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3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Republik Indonesia.  

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan 

bahan hukum primer, terdiri dari: 

1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana 

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang 

Pupuk Budidaya Tanaman  

3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/ 8/2011 

tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik 

c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat 

membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, 

seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.  

 

C. Penentuan Narasumber 

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk 

memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1). Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi     = 1 orang  

2). Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung = 1 orang+  

 

 Jumlah         = 2 orang  
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D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

 

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi 

lapangan: 

a. Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan menelaah 

dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan 

b. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan 

data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang 

dibutuhkan
38

 Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), 

yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.
 
 

 

 

2. Pengolahan Data 

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data 

lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah 

permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut: 

a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui 

kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti. 

b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah 

ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan 

akurat untuk kepentingan penelitian.  
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c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan 

merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara 

dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan 

dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab 

permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya 

hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang 

mudah dibaca, dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan dilakuan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan 

berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan 

selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A.Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 9 

(sembilan) bulan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan 

jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 

bulan terhadap Direktur Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan 

pupuk yang tidak sesuai dengan label sesuai dengan teori pertimbangan filosofis, 

yaitu pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk sebagai upaya pembinaan terhadap 

terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi di kemudian hari. Hakim 

mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi  unsur-unsur pasal 

yang didakwakan Penuntut Umum, yaitu Pasal 60 Ayat (1) huruf f Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.  

2. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana terhadap terhadap Direktur 

Perseroan Terbatas pelaku tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai 

dengan label tidak memenuhi keadilan substantif, karena dalam perkara ini ada 

pihak yang dirugikan, khususnya  petani pengguna pupuk yang tidak sesuai 

dengan kadar atau kebutuhan usaha pertaniannya. 
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B.Saran 

 

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hakim yang menangani tindak pidana mengedarkan pupuk yang tidak sesuai 

dengan label hendaknya lebih optimal menjatuhkan pidana untuk memberikan 

efek jera kepada para pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain agar 

tidak melakukan tindak pidana yang sama. 

2. Agar Majelis hakim yang menangani tindak pidana mempertimbangkan rasa 

keadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 

mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label yang mengakibatkan kerugian pada 

korban khususnya petani selaku pengguna pupuk. 
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